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IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 

 

1. Nama of Organisasi : PT Bureau Veritas Indonesia (BVI) 

2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B 

3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, 
Indonesia 

4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861 

Fax. +62-21 53666870 

5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur:  Christopher Murray 

Manajer Produk:  Fajar Deniswara 

Manajer Teknis:  Bayu Abirowo 

6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari 

7. Tim Audit : Lusiana Nogo Ladjar (Lead/Auditor Ekologi) 

Gangga Permana (Auditor Produksi) 

Tata Sumitra (Auditor Sosial) 

 

8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M Wiguna 

Mochammad Nurul Anwar 

 

 

 

 

 

  



 

IDENTITAS PERUSAHAAN 

 

1.  Nama of 
Organisasi/Auditee 

: PT Wirakarya Sakti 

2.  Alamat Perusahaan : Kantor Jambi: 

Jl. Ir. H. Juanda No. 14 Kel. Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru 
Jambi Kode Pos 36129 Provinsi Jambi Indonesia 

(0741) 573483 

Kantor Operasional Tebing Tinggi:  

Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Jambi 

(0742) 551710 

3.  Pendirian Perusahaan : Akte No. 4 Notaris Hasan Qolbi tanggal 11 Oktober 1975. 
Disahkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 329 tahun 1976 

4.  SK Penetapan Areal 
Kerja 

: SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 
SK.1141/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021, tanggal 17 November 
2021 

5.  Lokasi Konsesi : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Indonesia. 

6.  Luas Konsesi : 287.166,11 Ha 

Koordinat : (Terlampir*) 

7.  Sistem Silvikultur : Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) 

8.  Spesies : Acacia sp dan Eucalyptus pellita 

9.  Rencana Tata Ruang : 

 

 

No. Peruntukan 
Luas 

Keterangan 
 Ha  % 

A. Kawasan Lindung      48.542,20  16,90%  Areal puncak kubah 
gambut total seluas 8.685 
Ha, tersebar pada :  

1 Buffer Zone Hutan 
Lindung Gambut 

       3.273,74  1,14% 

2 Buffer Zone TN Bukit Tiga 
Puluh 

       1.113,40  0,39%  a. 365 Ha di BZ HL 
Gambut  

3 Koridor Satwa            915,89  0,32%  b. 24 Ha di KPSL  

4 Kawasan Pelestarian 
Plasma Nutfah (KPPN) 

       2.193,97  0,76%  c. 70 Ha di SS  

5 Kawasan Perlindungan 
Satwa Liar (KPSL) 

       7.652,81  2,66%  d. 8.226 Ha di eks TP & TK  



6 Kawasan Sempadan 
Sungai (SS) 

     24.289,34  8,46%   

7 Lereng > 40%            876,66  0,31% 

8 Puncak Gambut        8.226,39  2,86% 

B. Areal Budidaya    238.623,92  83,10% 

1 Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman 

   227.995,74  79,40% 

  a. Pola Swakelola    176.575,44  61,49% 

  b. Pola Kemitraan      51.420,30  17,91% 

2 Sarana Prasarana      10.628,18  3,70% 

  TOTAL    287.166,12  100,00% 

 
 

10.  Pimpinan Perusahaan : 
Susunan Direksi:  
Direktur Utama : Didi Harsa Tanaja  
Direktur : Hoesin  
Direktur : Rudy Halomoan Situmorang 
 
Dewan Komisaris:  
Komisaris Utama : Stanley Najoan  
Komisaris : Wisly Dwi Putra 

11.  Penanggung Jawab 
Sertifikasi IFCC 

: Nukman Effendi (Management Representative) 

12.  Sertifikat IFCC Nomor 

Tanggal Terbit 

: 

: 

IDN23220055 

26 Februari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN* 

   

No. 

Distrik Total 

Hectare  

Information  Land type Biotopes Type of 

Activites 

Geographical 

Dispersion 
Manager  

Coordinate 

Geographic  

Address Type of 

Species  

Head Office  Jl. Ir. H. Juanda No. 14 
Kel. Simpang III Sipin, 
Kec. Kota Baru, Jambi, 
36126, Provinsi Jambi, 
Indonesia  

-  Rudy 

Halomoan 
Situmorang 

1 Distrik 
I 

46.584,80 01° 00’ 29” - 01° 
16’ 28” LU 

103° 06’ 53” - 103° 

25’ 12” BT 

Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat, Kabupaten 

Muaro Jambi, Provinsi 

Jambi, Indonesia 

Acacia 

crassicarpa, 

Eucalyptus 

spp 

Peat dan 
mineral 

Low 
land 

Plantation, 
Harvesting, 

Nursery 

HLG 
Bram 

Hitam 

Amar 

2 Distrik 

II 

33.327,70 0° 58’ 31” - 01° 15’ 

46” LU 

103° 23’ 36” - 103° 
32’ 36” BT 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur, Provinsi 

Jambi, Indonesia 

 

Acacia 

crassicarpa, 

Eucalyptus 

spp 

Peat dan 

mineral 

 

Low 

land 

Plantation, 

Harvesting 

APL Rominouv 

3 Distrik 
III 

39.251,14  01° 20’ 32” - 01° 
34’ 47” LU 

103° 04’ 48” - 103° 

21’ 58” BT 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, 

Kabupaten Batanghari, 

Kabupaten Muaro 

Jambi, Provinsi Jambi, 

Indonesia  

Acacia 

crassicarpa, 

Eucalyptus 

spp 

Mineral Low 
land 

Plantation, 
Harvesting 

APL Imam 
Nugraha 

4 Distrik 

IV 

33.156,85 01° 20’ 27” - 01° 

32’ 46” LU 
102° 53’ 34” - 103° 

12’ 27” BT 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, Kabupaten 
Batanghari, Provinsi 

Jambi, Indonesia 

Eucalyptus 

spp 

Mineral Low 

land 

Plantation, 

Harvesting 

APL Ade 

Roelan 

5 Distrik 
V 

37.826,73 0° 45’ 21” - 01° 05’ 
49” LU 

102° 47’ 22” - 103° 

03’ 09” BT 

Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat, Provinsi 

Jambi, Indonesia 

Acacia 

crassicarpa, 

Eucalyptus 

spp 

Peat dan 
mineral 

 

Low 
land 

Plantation, 
Harvesting 

APL Julius 
Hutagaol 

6 Distrik 

VI 

21.261,95 0° 51’ 57” - 0° 59’ 

56” LU 

103° 03’ 14” - 103° 
19’ 33” BT 

Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, Provinsi 

Jambi, Indonesia 

Acacia 

crassicarpa, 

Eucalyptus 

spp 

Peat Low 

land 

Plantation, 

Harvesting 

HLG 

Bram 

Hitam 

Indomer 

7 Distrik 

VII 

34.925,22 01° 06’ 26” - 01° 

29’ 19” LU 
103° 33’ 55” - 103° 

55’ 17” BT 

Kabupaten Muaro Jambi, 

Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, Provinsi 

Jambi, Indonesia 

Acacia 

crassicarpa, 

Eucalyptus 

spp 

Peat Low 

land 

Plantation, 

Harvesting, 
Nursery 

HLG 

Londrang 
dan HLG 

Sungai 

Buluh 

Dippos 

Haposan 
SIlalahi 

8 Distrik 

VIII 

40.831,72 01° 15’ 49” - 01° 

29’ 30” LU 

102° 38’ 05” - 102° 
56’ 51” BT 

Kabupaten Batanghari, 

Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat, Provinsi 

Jambi, Indonesia 

Acacia 

crassicarpa, 

Eucalyptus 

spp 

Mineral Low 

land 

Plantation, 

Harvesting, 

Nursery 

TNBT  Sukarman 

  287.166,11      

 

 

 

 

 

 



RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN 

 

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT Wirakarya Sakti dengan areal sertifikasi 
IFCC seluas +/- 286.497,67 ha dari total luas 287.166,11 Ha (SK.1141/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/ 
2021, tanggal 17 November 2021) Hutan Tanaman jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita 
yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten 
Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.  

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.  

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas +/- 287.166,11 ha yang terdiri 
dari 176.575,44 ha kawasan produksi (61,49%), 0 ha kawasan tanaman unggulan (0%), 51.420,30 
ha kawasan tanaman kehidupan (17,91%), 48.542,20 ha kawasan lindung (16,90%), dan 
10.628,18 ha infrastruktur (3,70%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri 
Kehutanan No. SK.1141/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021, tanggal 17 November 2021 di Provinsi 
Jambi. 

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies Acacia sp dan Eucalyptus sp sebagai bahan 
baku pulp Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Lontar Papyrus Pulp & Paper 
Industries (LPPPI) yang berlokasi di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 
Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. 

Produk kayu IFCC : Pada Pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC diverifikasi (periode 
2020 s/d 2022) produk kayu IFCC sudah di produksi PT Wirakarya Sakti sebanyak 13.981158,68 
m3 pada areal seluas 134.344 Ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC tanggal 26 Februari 2023   

Produksi kayu Non-IFCC pada periode yang sama telah diproduksi sebanyak 34.935,33 m3 pada 
areal seluas 364 Ha. 

 

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan 
sebelum dan selama pelaksanaan audit. Konsultasi dan identifikasi dengan para pemangku 
kepentingan selama proses audit: 

Informasi Kasus 1 

1. Perhatian Para Pihak 

 
18 Juni 2020 
Sumber:  
https://betahita.id/news/lipsus/5367/konflik-petani-vs-pt-wks-di-jambi berlangsung-belasan-
tahun-.html?v=1592940983 
 

 Konflik lahan antara petani dan PT Wirakarya Sakti di Provinsi Jambi seolah bak bara api yang 
belasan tahun belakangan tak juga terpadamkan. Hal ini terjadi karena jumlah letusan konflik 
yang muncul tidaklah sedikit dan hingga kini dinilai tak ada penyelesaian yang nyata. 
Setidaknya ada kurang lebih 120 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung 
Timur, Muaro Jambi, Batanghari dan Tebo yang bersinggungan dengan PT Wirakarya Sakti. 

https://betahita.id/news/lipsus/5367/konflik-petani-vs-pt-wks-di-jambi%20berlangsung-belasan-tahun-.html?v=1592940983
https://betahita.id/news/lipsus/5367/konflik-petani-vs-pt-wks-di-jambi%20berlangsung-belasan-tahun-.html?v=1592940983
https://betahita.id/search?search=konflik+lahan


Sebanyak 33 konflik yang terbuka ke publik yang sudah terjadi gejolak yang masif. Banyak 
korban jiwa maupun dampak kerugian lingkungan dan akses yang dimiliki oleh masyarakat. 
Dari 33 konflik, hanya sekitar 10 saja yang telah mendapat perhatian dan intervensi dari 
perusahaan maupun pemerintah. Penyelesaian 10 konflik tidak berjalan hingga tuntas. Belum 
ada formulasi penyelesaian konflik yang konkret.  
Puncaknya perusahaan meracuni tanaman masyarakat dengan menggunakan drone. 
Akibatnya, 2 hektare tanaman pangan yang baru ditanami milik petani mati. Tidak hanya itu, 
tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi 
tersebut. Intimidasi terhadap masyarakat dan penyemprotan racun tanaman masyarakat 
Tebo ini terjadi dalam rentang waktu Februari hingga Mei 2020. 
(Penulis Aryo Wicaksono Media Betahita.id, 18 Juni 2020). 
 

2. Tanggapan dan Bukti dari Auditee 

 Adanya informasi yang memberitahukan bahwa ada sawit yang diracun oleh perusahan dapat 
kami tanggapi bahwa dalam proses HTI setelah dilakukan pemanenan selalu di ikuti dengan 
Pre Planting Spraying (PPS) untuk membasmi gulma sebelum tanam. Sementara itu kondisi 
areal HOA yang belum tertanam tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam 
sawit. Sehingga Ketika terjadi PPS tersebut akhirnya sawit yang ditanami oleh masyarakat 
tersebut  ikut terkena semprotan herbisida. (Foto terlampir di Kronologis). Permasalahan ini 
telah dilakukan mediasi di Polres Tebo dan diminta agar masing-masing pihak untuk menahan 
diri dan tidak saling menggangu. (BA Mediasi di Polres Tebo) 
 

3. Verifikasi Auditor 

 Produksi  
Hasil verifikasi dan konfirmasi kepada pihak auditee, bahwa pihak auditee telah 
membenarkan bahwa terdapat isu yang berkembang di masyarakat bahwa PT Wirakarya 
Sakti telah meracuni tanaman sawit masyarakat. Hal tersebut terjadi pada di Distrik VIII 
tepatnya pada petak KLS0033600 (S 1° 20’ 42,147” – E 102° 40’ 14,061”) pada tahun 2019. 
Hasil verifikasi dan konfirmasi dengan pihak auditee, menjelaskan kronologis kejadian 
tersebut adalah sbb : 
- Petak KLS0033600 tersebut merupakan areal tanaman pokok PT Wirakarya Sakti yang 

telah dikelola dan ditanami oleh PT Wirakarya Sakti dengan jenis Acacia. 
- Pada bulan Desember 2019 petak KLS 0033600 dilakukan pemanenan (penebangan). Hal 

tersebut dibuktikan dengan kayu hasil pemanenan yang telah di LHP kan pada dokumen 
LHP No. 12D/LHP/WKS/TBO/D8/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan total volume 
sebanyak 3.101,71 m3. 

- Setelah dilakukan pemanenan, lalu dilakukan kegiatan penyiapan lahan dan telah 
dinyatakan selesai pada tanggal 07 Februari 2020 sesuai bukti laporan Handing Over Area 
(HOA) tanggal 07 Februari 2020, yang menyatakan lulus atau artinya lahan tersebut siap 
untuk ditanami. 

- Areal bekas tebangan (pemanenan) yang telah siap ditanami kembali oleh pihak auditee 
ditanami oleh masyarakat dengan tanaman sawit. 

- Sesuai dengan Work Instruction (WI) No. PCD/WI/1-39 (Pengendalian Hama dengan 
Penyemprotan Pestisida Secara Mekanis menggunakan Drone), pihak auditee sebelum 
penanaman melakukan penyemprotan gulma dengan menggunakan drone pada petak 



tersebut, sehingga menyebabkan tanaman sawit yang ditanam masyarakat pada petak 
tersebut mati. 

- Kasus ini telah dimediasi oleh pihak aparat kepolisian pada tanggal 15 April 2020 dan telah 
dicapai kesepakatan antar kedua belah pihak, yang dibuktikan dengan Berita Acara tanggal 
15 April 2020.                  
Berita Acara Mediasi tersebut ditandatangani oleh: 

 Ketua KT. Tani Mandiri (Isma) 

 Ketua KPA Jambi (Prandody) 

 Ketua KT. Sakato Jayo (M. Jais) 

 Ketua KT. Sungai Landai Bersatu (Arba) 

 Ketua Walhi Jambi (Abdullah) 

 Ketua Prana Jambi (Baza) 

 Manajemen PT WKS (Setiadi) 

 Manajemen PT WKS (Supomo) 

dan diketahui oleh : 

 Kapolres Tebo (Abdul Hafidz, S.IK, M.Si) 

 Kades Lubuk Mandarsah (M. Taufik) 

Ekologi 
- Perusahaan memiliki prosedur dan telah menggunakan bantuan teknologi untuk 

penyemprotan pengendalian hama penyakit dan gulma dengan menggunakan alat bantu 
spraying dengan menggunakan drone.  

- Perusahaan menggunakan herbisida sesuai dengan komposisi yang ditetapkan dalam 
Instruksi Kerja, Work Instruction NoPCD/WI/1-39 tentang Pengendalian Hama dengan 
Penyemprotan Pestisida Secara Mekanis menggunakan Drone.  

- Perusahaan telah melakukan penyelesaian terhadap konflik perusahaan dengan 
masyarakat tersebut telah dilakukan klarifikasi yang dihadiri oleh parapihak melalui Berita 
Acara Mediasi pada  tanggal 15 April 2020. 

 
Sosial  

Data Kronologis Masalah Sosial di Resort Kilis Distrik VIII PT Wirakarya Sakti dengan KT Sekato 
Jaya didokumentasikan pada Data CDCSR PT Wirakarya Sakti Tahun 2019. 
 

Informasi Kasus 2 
1. Perhatian Para Pihak 

 26 Mei 2022 
Sumber: 
https://www.japos.co/2022/05/26/kunker-ke-klhk-ini-yang-disampaikan-oleh-pemkab-
tanjabbar/  

 
 Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag lakukan kunjungan kerja 

(Kunker) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Audensi Usulan 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Wirakarya Sakti (WKS), Rabu (25/05/22). 
“Tentang percepatan pelepasan kawasan hutan HTI PT Wirakarya Sakti untuk pembangunan 
jalan di wilayah kecamatan Senyerang” (JAPOS.CO, 26 Mei 2022) 
 

https://www.japos.co/2022/05/26/kunker-ke-klhk-ini-yang-disampaikan-oleh-pemkab-tanjabbar/
https://www.japos.co/2022/05/26/kunker-ke-klhk-ini-yang-disampaikan-oleh-pemkab-tanjabbar/


2. Tanggapan dan Bukti dari Auditee 

 Berdasarkan surat yang di keluarkan Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kabupaten 
Tanjabbar  Nomor 600/271/DOUPR/2022 tanggal 19 April 2022 Tujuan Kepala UPTD Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi Tanjabbar bahwa terdapat rencana Pembangunan jalan 
Kabupaten yang menghubungkan konektifitas beberapa kecamatan di kabupaten Tanjabbar. 
Salah satu ruas jalan yang akan di bangun adalah rencana jalan 520 dan 530 yang sebagian 
besar akan melewati Kawasan hutan salah satunya konsesi PT Wirakarya Sakti Distrik V.   

Berdasarkan surat tersebut meminta rekomendasi untuk diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH). Berdasarkan issue tersebut, karena semua proses berpusat pada KLHK selaku 
pemberi izin, semua proses dan keputusan ada di kementerian LHK. PT Wirakarya Sakti selaku 
Pemegang izin Konsesi akan patuh apapun keputusan KLHK terkait statusnya apakah melalui 
mekanisme IPPKH Atau mekanisme pelepasan Kawasan. 

Seyogyanya PT Wirakarya Sakti selaku pemegang izin akan patuh dan mendukung demi 
pembangunan objek startegis Nasional maupun daerah.  
 

 
 

3. Verifikasi Auditor 

 Produksi  

Berdasarkan klarifikasi kepada pihak PT Wirakarya Sakti, bahwa permohonan IPPKH untuk 
pembangunan jalan umum di Kecamatan Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat yang 
lokasinya sebagian melewati areal konsesi PT Wirakarya Sakti, sampai dengan April 2022 
masih dalam proses permohonan rekomendasi, hal itu dibuktikan dengan adanya surat 
permohonan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
No.600/271/DPUPR/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditujukan kepada Kepala KPHP Tanjung 
Jabung Barat. Surat tersebut dilampiri dengan peta rencana permohonan yang 
menggambarkan rencana jalan yang diantaranya melewati areal konsesi PT Wirakarya Sakti. 

Namun sampai dengan saat ini dari pihak Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat maupun dari 
pihak KPHP Tanjung Jabung Barat, belum ada pemberitahuan secara resmi atau secara 
langsung kepada pihak PT Wirakarya Sakti. 

Berdasarkan informasi tersebut, karena semua proses berpusat pada KLHK selaku pemberi 
izin, semua proses dan keputusan ada di kementerian LHK, maka pihak PT Wirakarya Sakti 
telah menyatakan akan patuh terhadap apapun keputusan KLHK terkait statusnya apakah 
melalui mekanisme IPPKH Atau mekanisme pelepasan Kawasan. 

Verifikasi terhadap lokasi yang dimohon untuk pembangunan jalan pemda Tanjabar tersebut 
telah diverifikasi di lapangan pada ruas jalan 530 pada koordinat S 0o 59’ 34,3”– E 103o 00’ 



25,5” s/d S 0o 59’ 27,9” – E 102o 59’ 05,8”, dan dari S 0o 59’ 27,9” – E 102o 59’ 05,8” s/d S 0o 
56’ 47,8” – E 102o 59’ 06,8”. 
 

Informasi Kasus 3 
1. Perhatian Para Pihak 

 27 Mei 2022 
Sumber: 
https://tanjabbarkab.go.id/v2/?p=23358 

 
 

Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag lakukan kunjungan kerja 
(Kunker) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Audensi Usulan 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Wirakarya Sakti (WKS), Rabu (25/05/22) 

“Tentang percepatan pelepasan kawasan hutan HTI Wirakarya Sakti untuk pembangunan 
jalan di wilayah kecamatan Senyerang”. 

Selain itu, disinggung terkait permasalahan banjir yang disebabkan oleh meluapnya air, 
konsesi PT Wirakarya Sakti yang berdampak pada kebun masyarakat.  

Koordinasi dengan Kementerian kehutanan untuk membantu mendorong percepatan 
penyelesaian permasalahan banjir melalui pihak perusahaan yang bertanggung jawab 
terhadap areal di kawasan hutan tersebut.  (Media tanjabbarkab.go.id, 27 Mei 2022)  

 

2. Tanggapan dan Bukti dari Auditee 

 
Untuk concern poin 3 bagian IPPKH sama dengan Poin 2.  

Poin 3 Dalam Rangka penanggulangan banjir pada saat curah hujan tinggi, PT Wirakarya Sakti 
telah melakukan upaya-upaya antara lain : melakukan sosialisasi dan koordinasi tingkat tapak, 
melakukan upaya normalisasi parit masyarakat, berpartisipasi dalam melakukan desktop 
analisis situasi penyebab banjir serta berpartisipasi dalam mencari solusi permanen banjir di 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya pada areal pemukiman masyarakat yang 
berdampak langsung dengan konsesi perusahaan. 

 

3. Verifikasi Auditor 

 Produksi  
Untuk Stakeholder concern poin 3 bagian IPPKH sama dengan Stakeholder concern poin 2. 
 
Ekologi 
PT Wirakarya Sakti telah menyampaikan bukti dan dokumentasi kegiatan terkait isu banjir 
serta telah menyusun kronologis serta upaya penanganan banjir yang telah dilakukan oleh 
perusahaan. 

Penyebab Banjir salah satunya karena belum adanya kegiatan normalisasi sungai, sementara 
aktivitas perusahaan dan masyarakat disekitar daerah aliran sungai semakin padat dengan 
banyak kepentingan kegiatan. Telah ada peninjauan dari KLHK dan Pertemuan Terbuka antar 
Stakeholder dan sudah dicapai Kesepakatan untuk Pengelolaan Sungai.  

 

https://tanjabbarkab.go.id/v2/?p=23358


Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti antara lain :  
- Untuk Penyambungan dan Normalisasi parit 11,12,13 Distrik VI PT Wirakarya Sakti dengan 

Masyarakat Desa telah melakukan survey dan rencana pemantauan dampak untuk Kegiatan 
penyambungan dan normalisasi. Untuk hal ini belum ada kesepakatan dari masyarakat ke-
3 parit. Namun Distrik VI PT Wirakarya Sakti telah memberikan bantuan berupa pembuatan 
gorong-gorong dan membantu normalisasi sungai di Sei Baung.  

 

- Rapat Pembahasan terkait Banjir dihadiri oleh Para Pihak antara lain: BP DAS Jambi, Balai 
Wilayah Sungai Sumatera VI, PUPR Prov. Jambi, dan Syahbandar Kuala Tunggal, Ketua 
Komisi II DPRD Tanjabbar, Bupati Tanjabbar,  Kepala OPD terkait propinsi Jambi, Kepala OPD 
terkait Tanjabbar, serta instansi dan stakeholder perusahaan terkait.  Telah ada Berita Acara 
Kesepakatan Rapat Permasalahan Penanganan Banjir dan Kanal Deras, Rabu, 14 September 
2022. 

 
 
Sosial  

Terkait adanya stakkeholder concern PT Wirakarya Sakti tersebut, Auditor telah 
memverifikasi dokumen dan pembahasan bersama auditee (pada tanggal 25-01-2023 dengan 
petugas (Ade Ramadhan/ WM Head Region) dan team di ruang meeting Distrik II. 

Hasil verifikasi, bahwa terdapat upaya penyelesaian konflik secara khusus dengan pemangku 
kepentingan masyarakat terkait, bahkan PT Wirakarya Sakti berupaya melakukan 
perundingan dan komunikasi terkait kejelasan konflik yang sebenarnya terjadi di lapangan, 
dan upaya penanganan konflik baik melalui pertemuan, sosialisasi dan pemberian bantuan 
sosial di lingkup ini). Dilakukan sejak 16-11-2021 s/d 14-09-2022. 

Adapun berdasarkan data dan analisis banjir pada beberapa wilayah di kabupaten Tanjung 
Jabung Barat dan upaya mitigasi terhadap persoalan banjir di Kabupaten Tanjung Jabung. 
Secara umum penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat teridentifikasi 
disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari intensitas curah hujan yang tinggi, terjadinya 



banjir rob, kondasi topografi, persoalan debit air dan luas penampang badan air (sungai dan 
parit) yang mendangkal dan faktor pendukung penyebab banjir lainnya 

Selanjutnya pada masalah ini PT Wirakarya Sakti dapat menunjukkan dokumen-dokumen 
pendukung dalam resolusi konflik ini  untuk menjelaskan kondisi konflik yang sebenarnya dan 
upaya PT Wirakarya Sakti yang telah dilaksanakan baik secara internal (lingkup manajemen 
PT Wirakarya Sakti) maupun eksternal (dengan pihak luar yang terkait). Dokumen pendukung 
yang dimiliki PT Wirakarya Sakti tersebut antara lain: 

- Analisa Dan Mitigasi PT Wirakarya Sakti Terhadap Persoalan Banjir Di Kab. Tanjabbar. 
- Notulen dan Absensi Rapat terkait Banjir, 22 Des 2021. 
- Notulen Rapat Dan Absensi Rapat Tgl 15 Maret 2022. 
- Surat  Jawaban PT Wirakarya Sakti ke Bupati N0. 336_1563. 
- SURAT BUPATI TJB O.366_1563_SDA. 
- Undangan Rapat Hari Selasa, 30 Agustus 2022. 
- Notulen Dan Daftar Hadir Rapat 1 Sept 2022. 
- Undangan Rapat Kantor Pengabuang 05 Sept 2022. 
- Hasil Rapat Di Kantor Camat Pengabuan 08 Sept 2022. 
- Undangan  Rapat Tekhnis 12 Sept 2022. 
- BA Rapat teknis penanganan banjir Batara 14 Sept 2022. 
- Notulen Rapat Dan Absensi Rapat Tgl 15 Maret 2022. 
- Hasil survey lapangan bersama Kantor Camat BATARA 19-10-2022. 
- Notulen BA acara putusan rapat kantor camat batara 02 Nov 2022. 
- Kronologis Rapat Persoalan Banjir Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 
- Kronologi Rapat Persoalan Banjir Di Kab. Tanjabbar 2021/2022. 

 
Dengan demikian, bahwa dalam rangka penanggulangan banjir PT Wirakarya Sakti telah 
melakukan upaya-upaya antara lain melakukan sosialisasi dan koordinasi tingkat tapak, 
melakukan upaya normalisasi parit masyarakat, berpartisipasi melakukan desktop analisis 
situasi penyebab banjir dan berpartisipasi dalam mencari solusi permanen banjir di 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  

- Sampel Pembahasan Stakeholders Concern PT Wirakarya Sakti dengan Auditor (Sosial dan 
Ekologi) 
 

 
 

Informasi Kasus 4 

1. Perhatian Para Pihak 

 24 Januari 2023 
Sumber: 



Komunikasi Bapak Ilham Kepala Desa Pematang Buluh dengan Bapak Irdan Bureau Veritas 
Indonesia 
 

 Komunikasi Bapak Ilham, Kepala Desa Pematang Buluh  
 
Berdasarkan keterangan Pak Ilham kepala desa Pematang Buluh bahwa tidak terjadi konflik 
dengan masyarakat dalam 3 tahun terakhir ini, perusahaan juga aktif membantu masyarakat 
dalam hal pemberdayaan masyarakat dan bantuan korban bencana banjir.  
Perlu diklarifikasi penyebab banjir ini apakah memang suatu hal yang alami atau dikarenakan 
kerusakan lahan yang terjadi ?. 
Saran dari desa pematang buluh yaitu perusahaan harusnya memberikan kesempatan yang 
sama terhadap masyarakat lokal terkait penerimaan pegawai baru, perusahaan hendaknya 
menginformasikan ke masyarakat jika membutuhkan pegawai baru sehingga masyarakat yang 
memang mampu bekerja pada posisi tersebut dapat mengikuti proses seleksi. 
 

2. Tanggapan dan Bukti dari Auditee 

 Komunikasi Bapak Ilham Kepala Desa Pematang Buluh dengan Bapak Irdan Bureau Veritas 
Indonesia 
 

3. Verifikasi Auditor 

 Ekologi 

Stakeholder concern poin 4 telah dijelaskan pada Stakeholder concern poin 3. 

 

 

 

Sosial Ekonomi:   

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya 
masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan dan telah 
menetapkan 134 desa menjadi desa binaan perusahaan. 

 PT Wirakarya Sakti menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber 
daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik yang tertuang didalam 
Laporan Pemetaan Konflik yang dibuat setiap semester sekali, memberikan kesempatan 
kepada masyarakat disekitar untuk memanfaatkan HHBK yang berada didalam areal 
perusahaan yang tertuang didalam Laporan Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar 
didalam areal perusahaan, dan melakukan kemitraan melalui program Tanaman Kehidupan 
dengan masyarakat di sekitar areal perusahaan. 

 PT Wirakarya Sakti telah telah menyusun rencana dan realisasi kelola sosial yang telah 
mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan dampak sosial. Hal ini terbukti dengan adanya 
Rencana dan Realisasi Kegiatan Sosial. 

 PT Wirakarya Sakti telah menyusun dan melaksanakan penyelesaian konflik lahan setiap 
tahun. Bukti adanya rencana dan penyelesaian konflik yang tertuang didalam Laporan 
Pemetaan Konflik PT Wirakarya Sakti.  



 PT Wirakarya Sakti melibatkan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar pada 
kegiatan harvesting, plantation, nursery, transportasi darat/air, lansir pupuk/bibit, dll. 
Sampai dengan Desember 2022 PT Wirakarya Sakti memiliki tenaga kerja permanen 
sebanyak 1.061 orang. Tenaga kerja lokal berasal dari Provinsi Jambi sebanyak 980 orang 
(92,4 %) dan tenaga kerja non lokal berasal dari luar Provinsi Jambi sebanyak 81 orang 
(7,6%). Selanjutnya, untuk keterlibatan Mitra Kerja / Kontraktor sampai dengan Desember  
2022 sebanyak 71 Kontraktor (46 Kontraktor Lokal dan 25 Non Lokal serta sebanyak 1.810 
orang yang terdiri dari tenaga kerja lokal sebanyak 516 (28,51 %) dan tenaga kerja non lokal 
sebanyak 1.294 orang (71,49 %).  

  



RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT 

 

Kegiatan Waktu Catatan Ringkasan 

Pengumuman publik 7 Desember 2022 Pengumuman Publik pertama dan 
konsultasi pemangku kepentingan dimulai. 

18 Januari 2023 Konsultasi pemangku kepentingan kedua 
untuk memperoleh masukkan lain dari 
pemangku kepentingan setempat. 

5 Januari 2023 Konsultasi pemangku kepentingan ketiga 
untuk memperluas target pemangku 
kepentingan dan memperoleh tambahan 
masukan. 

Resertifikasi 22-28 Januari 2023 Resertifikasi 

Keputusan Sertifikasi 26 Februari 2023 Keputusan pemberian sertifikat 

Audit Penilikan 1 XXXX  

Audit Penilikan 2 XXXX  

 

  



RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.  

 PT Wirakarya Sakti telah memiliki dokumen legalitas usaha secara lengkap yang terdiri 
dari: dokumen akte pendirian perusahaan, SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI periode 2018 – 
2027, Peta Kerja, RKTPH, Laporan tata batas areal konsesi, dan dokumen lingkungan. 

 PT Wirakarya Sakti memiliki dokumen Peraturan/Persyaratan Yang Diacu dalam 
pengelolaan hutan tanaman. 

 PT Wirakarya Sakti telah memenuhi kewajiban finansialnya berupa pembayaran pajak dan 
PNBP berupa PSDH. 

 PT Wirakarya Sakti telah mendapatkan sertifikat PHPL dari PT Almasentra Sertifikasi 
dengan nomor Sertifikat PHPL No 24-PHPL-006 terbit 13 Agustus 2019 berlaku sampai 12 
Agustus 2025 dengan predikat Baik. 

 PT Wirakarya Sakti memiliki komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari 
yang diwujudkan melalui dokumen Visi dan Misi yang ditandatangani Direktur Utama 
pada tanggal 01 Agustus 2018 yang merupakan dokumen visi misi revisi ke-3. 

 PT Wirakarya Sakti telah menetapkan tanggungjawab semua pengelolaan hutan lestari 
untuk masing-masing bidang : Penetapan Regional Head Harvesting, Penetapan Regional 
Head Nursery, Penetapan Regional Head Plantation, Penetapan Distrik I Head Plantation, 
Penetapan Distrik III Head Plantation, Penetapan Distrik VI Head Plantation, Penetapan 
Harvesting Area I Head, Penetapan Harvesting Area II Head, Penetapan Harvesting Area 
III Head, dan Penetapan Harvesting Area IV Head. 

 PT Wirakarya Sakti telah memiliki Prosedur Terdokumentasi pengelolaan hutan lestari 
secara lengkap, sebagaimana dibuktikan dengan menunjukkan Daftar Dokumen SOP dan 
WI serta SOP dan WI fisik untuk masing-masing kegiatan. 

 PT Wirakarya Sakti memiliki Rekaman dokumen dalam periode 5 tahun. 

 PT Wirakarya Sakti telah memiliki dokumen rencana spasial areal kerja yang termuat 
dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 yang telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat No. 
6989/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/9/2022 tanggal 5 September 2022. 

 Untuk menunjang kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman, PT Wirakarya Sakti 
telah membangun infrastruktur kanal dan jalan angkutan kayu. 

 PT Wirakarya Sakti telah memenuhi persyaratan umum dan legalitas perusahaan, 
mentaati peraturan perundangan dan ketentuan kesepakatan internasional.                                 
PT Wirakarya Sakti telah memiliki prosedur dan instruksi kerja serta memiliki rekaman 
yang memadai terkait kelola lingkungan, pengendalian kebakaran, perlindungan dan 
pengamanan hutan.  

 PT Wirakarya Sakti telah mematuhi peraturan perundangan melalui pemenuhan 
kewajiban dalam penanganan B3, RKL RPL, keanekaragaman hayati dan perlindungan 
pengamanan hutan. Terdapat  bukti implementasi berupa Laporan Pengelolaan Limbah 



B3 Triwulan I-IV Tahun 2022. Terdapat Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I-II Tahun 2020-2021 dan Semester I 
Tahun 2022 serta tersedia Laporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan High 
Conservation Value and High Carbon Stock (HCV & HCS) pada Quarter I-Quarter IV 2020-
2022. 

 PT Wirakarya Sakti telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi 
internasional yang mengikat, misalnya CITES, IUCN dan ILO yang sudah diratifikasi oleh 
Indonesia, seperti CITES update 22 June 2022 dan Redlist IUCN update Version 15, 1 July 
2022. 

 PT Wirakarya Sakti telah memiliki Susunan Pengurus Perusahaan berdasarkan Akte 
Perubahan Perseroan No. 2 Tahun 2022  tanggal 1 Desember 2022 yang disahkan oleh 
Notaris Dahlia, SH, yang berkedudukan di Jakarta Utara.  

 PT Wirakarya Sakti telah memiliki Struktur Organisasi Distrik I - Distrik VIII dengan Personil 
serta Uraian Tugas (Job Description) yang efektif dalam mengelola Hutan Tanaman 
Industri secara professional, Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Direksi PT Wirakarya Sakti tanggal 20 Juni 2020.  

 
 

2. Rencana Kelola. 

 PT Wirakarya Sakti telah melaksanakan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan yang 
meliputi aspek produksi, ekologi, dan sosial, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen 
RKUPHHK-HT periode 2018 – 2027 yang disusun tahun 2019, Penyesuaian RKUPHHK-HT 
Periode 2018 – 2027 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 yang disusun tahun 2018, dan Revisi 
RKUPHHK-HT periode 2018 – 2027 yang disusun tahun 2022. 

 PT Wirakarya Sakti memiliki dokumen Ringkasan Rencana Pengelolaan Hutan yang 
tersedia untuk publik, yang dapat diakses melalui website. Untuk ringkasan public tahun 
2020 tersedia dalam bentuk laporan yang dapat juga diakses melalui website 
https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/123246 
/WKS_Ringkasan+Publik+PT.+WKS+2020+Rev.+1.pdf/810349ab-0531-d20e-9648-
936456506bac?t=1588362489799;  

untuk tahun 2021 dapat diakses melalui website https://sustainability-dashboard.com 
/documents/115225/123246/ingkasan+Publik+WKS+2021.pdf/c34c8707-3957-3d43-
dd0d-70dfa09d4c28?t=1613559727196,  
untuk tahun 2022 dapat diakses melalui website https://sustainability-dashboard.com 
/documents/115225/0/RINGKASAN+PUBLIK+PT.+WKS+2022.pdf/badc267a-0f6e-9e4a-
6e8f-99db77f34312?t=1647848945365 . 

 PT Wirakarya Sakti telah memiliki rencana pengelolaan, pemantauan dan evaluasi 
kegiatan lingkungan. Selain dokumen RKUPHHK dan RKTPH, PT Wirakarya Sakti memiliki 
dokumen AMDAL, RKL, RPL, dan dokumen ISFMP. Selanjutnya, PT Wirakarya Sakti telah 
melakukan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi lingkungan secara periodik setiap 1 
bulan, 3 bulan, 6 bulan  dan 1 tahun sekali.  

https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/123246%20/WKS_Ringkasan+Publik+PT.+WKS+2020+Rev.+1.pdf/810349ab-0531-d20e-9648-936456506bac?t=1588362489799
https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/123246%20/WKS_Ringkasan+Publik+PT.+WKS+2020+Rev.+1.pdf/810349ab-0531-d20e-9648-936456506bac?t=1588362489799
https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/123246%20/WKS_Ringkasan+Publik+PT.+WKS+2020+Rev.+1.pdf/810349ab-0531-d20e-9648-936456506bac?t=1588362489799


 PT Wirakarya Sakti memiliki pernyataan perusahaan terkait Visi Misi Perusahaan,  
Kebijakan-kebijakan dan Komitmen Perusahaan yang ditetapkan sejak tanggal 01 Agustus 
2018.  

 Visi Misi PT Wirakarya Sakti 

Visi:  

“Menjadi  Perusahaan   Kehutanan  kelas  dunia,  yang mempraktekkan  pengelolaan  

hutan secara lestari, dengan mengembangkan     hubungan    sosial    yang    harmonis,    

layak secara ekonomi  dan ramah lingkungan’.  

Misi:  

Mengelola dan mengembangkan  Sumberdaya  Hutan secara profesional guna 

meningkatkan  manfaat bagi pemangku kepentingan,  dengan cara: 

- Mengembangkan   hutan tanaman  industri yang lestari dan berkualitas tinggi   

sebagai   sumber    bahan   baku   pulp, dengan  harga terbaik  dan rendah resiko. 

- Menyediakan   lapangan  kerja dan kesempatan  usaha bagi masyarakat dan industri 

terkait,  yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat  sekitar. 

- Melindungi  areal  hutan  yang  mempunyai  nilai  konservasi dan meningkatkan  

kelestarian  lingkungan  hutan. 

- Menghasilkan    keuntungan    yang   memadai,   untuk   ikut berkontribusi dalam 

penerimaan  pajak oleh negara. 

 Rencana Kelola dan Pemantauan Sosial meliputi: 

- Infrastruktur: pembangunan dan perbaikan/perawatan jalan dan jembatan. 

- Ekonomi: penerimaan tenaga kerja, pemberian peluang usaha, program CSR 

pembangunan hutan tanaman rakyat / pembinaan koperasi/Gapoktan/BUMDES 

kerjasama Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan pembebasan  lahan / pola kemitraan 

Tanaman Kehidupan (TNK) penerimaan karyawan dari desa sekitar perusahaan, 

sarana dan prasarana kesehatan, sarana ibadah / perumahan karyawan / sarana olah 

raga / sarana hiburan karyawan / sarana penitipan anak karyawan. 

- Kesehatan dan Lingkunan: bantuan tambahan/perbaikan, pelayanan kesehatan 

/bantuan pengobatan/bantuan covid-19 dan peningktan lingkungan yang sehat. 

- Pendidikan: penambahan/perbaikan sarana pendidikan, transportasi anak sekolah, 

bantuan guru honor dan honor guru serta bantuan beasiswa/pemberian hadiah bagi 

anak sekolah berprestasi 

- Sosial Budaya dan Keagamaanan: Santunan anak yatim, pemberdayaan/pembinaan 

masyarakat tertinggal, bantuan hari besar, bantuan ramadhan, pemberian hewan 

qurban idul adha dan bantuan keagamaan lainnya 

- Infrastruktur: pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan 



 Pengembangan pengembangan kapasitas masyarakat sekitar, kegiatan kelola sosial 
diwujudkan melalui Program CD/CSR yang dilakukan meliputi aspek Ekonomi, 
Infrastruktur, Kesehatan dan lingkungan, Pendidikan, dan Sosial Budaya Keagamaan. 

 Selain itu kegiatan kelola sosial juga dikembangkan dalam rangka pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan, antara lain : 

- Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kebakaran hutan dan 

lahan melaui sosialisai. 

- Penerapan dan pembinaan program DMPA, kesepakatan kemitraan kehutanan 

Tanaman Kehidupan dengan masyaraat Desa/Dusun/Gapoktan/BUMDES 

- Penerapan program kerjasama pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan 

masyarakat desa membentuk kelopok MPA (Masyarakat Peduli Api), yang tersebar di 

8 Distrik 

 PT Wirakarya Sakti memiliki komunikasi antara perusahaan dengan para pihak untuk 
menghindari terjadinya konflik, sebagaimana dituangkan dalam Laporan FPIC, Laporan 
sosialisasi PADIATAPA 2020-2022 yang melibatkan 131 Stakeholders dari masyarakat desa 
setempat. 

 
3. Monitoring dan Evaluasi. 

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan 
Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan antara lain : 1) Monitoring kendala dan 
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKT tahunan (RKT 2020, 2021, dan 
2022); 2) Melakukan Internal Audit, 3) Monitorig terhadap tingkat pertumbuhan tanaman 
melalui penilaian stocking tanaman pada umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan; 
4) Melakukan pengukuran dan analisis riap tegakan pada tanaman umur 1 tahun, 2 tahun, 
3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun melalui pengukuran sampel pada PSP.  

 Unit Manajemen telah melakukan identifikasi areal terdegradasi di dalam areal kerjanya 
dengan mengacu kepada hasil penafsiran Citra Landat yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun 
sekali. 

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan monitoring dan evaluasi lingkungan secara berkala 
setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun sekali serta telah mendokumentasikan hasil 
pengelolaan dan pemantauan kegiatan lingkungan tersebut ke dalam dokumen laporan.  

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk periode 
2020-2022. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring dan evaluasi 
termasuk diantaranya: Kegiatan K3, HHBK, Konflik Sosial, Fungsi-fungsi hutan bagi 
kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat, Bantuan sosial fisik dan non fisik, 
Kerjasama dengan masyarakat dalam penyiapan lahan tanpa bakar, Incident/kecelakaan, 
Pemasangan signboard dan Pemeliharaan infrastruktur sarana-prasarana camp. 

 
4. Manajemen Hutan. 



 PT Wirakarya Sakti telah selesai melakukan proses penataan batas definitif dengan 
diterbitkannya laporan Tata Batas (TBT) No. LP.10/IUPHHK-HT/BPKH.XIII-3/2020 yang 
diterbitkan pada bulan Juli 2020. Dan telah mendapatkan SK Penetapan dari Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat nomor: SK.55/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/ 
2021 tanggal 18 Februari 2021. Luas areal yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan 
tersebut adalah seluas 287.166,11 Ha. 

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk 
memperoleh data sumber daya hutan, yaitu: (1) Pengukuran tanaman berumur 2 bulan, 
6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan ; dan (2) Pre Harvesting Inventory (PHI)  atai MRI (PAT 36) 
yang merupakan pengukuran jumlah volume tegakan berdiri per hektar tanaman siap 
panen. 

 Sistem silvikultur yang diterapkan PT Wirakarya Sakti adalah Tebang Habis Permudaan 
Buatan (THPB). Implementasi SFM dalam aspek fungsi produksi meliputi upaya menjamin 
kelestarian sumberdaya hutan, kelestarian hasil hutan, dan kelestarian usaha. 

 PT Wirakarya Sakti telah melaksanakan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan 
dalam rangka memperoleh produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan 
kerusakan, melalui upaya-upaya dalam tahapan pemanenan hutan tanaman, yaitu: (1) 
Penyusunan SOP dan WI, (2) Meminimalkan tingkat kerusakan karena kegiatan 
penebangan yang dilakukan melalui pembuatan peta microplanning skala 1 : 10.000, (3) 
Produksi yang efisien dan pengurangan limbah: dilakukan melalui penetapan batasan 
tinggi tunggul (5 cm), mengurangi woodloss dan wood residue. 

 
5. Kelestarian Hasil Hutan. 

 PT Wirakarya Sakti telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu 
tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dari produksi 
kayu di RKT 2020, 2021, dan 2022. 

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan 
(Pre Harvesting Inventory / PHI) dengan membuat plot sampling yang tersebar pada areal 
yang direncanakan untuk dilakukan penebangan. Plot berbentuk lingkaran dengan jari-
jari 7,89 m. 

 PT Wirakarya Sakti telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan pemanenan hutan 
dengan tidak melebihi riap yang ditetapkan. Upaya tersebut adalah dengan menyusun 
rencana tebangan tahunan (RKT) yang mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HT. Hal 
tersebut dibuktikan dengan merencanakan luas maupun volume produksi pada dokumen 
RKT yang tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan pada dokumen RKUPHHK-HTI. 

 Perusahaan telah melakukan inventarisasi dan identifikasi hasil hutan bukan kayu yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan, seperti tertuang dalam dokumen Laporan 
Pemanfaatan HHBK Tahun 2020, 2021, dan 2022. Berdasarkan Laporan Pemanfaatan 
HHBK tersebut, terdapat 7 (tujuh) jenis HHBK yakni : madu, ikan, bamboo, rotan, pandan-
pandanan, rumput, dan air sungai. 
 



6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.  

 PT Wirakarya Sakti telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap 
lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan 
terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas 
sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL.  

 PT Wirakarya Sakti memiliki areal hutan berupa ekosistem mineral dan sebagian 
ekosistem.  

 PT Wirakarya Sakti telah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk 
perlindungan tanah dan air serta melakukan implementasi di lapangan termasuk 
melakukan monitoring kegiatan maintenance/ konstruksi parit pengaturan air dan 
drainase sedimentasi terkait dampak lingkungan serta berupaya tidak merusak 
ketersediaan sumber air yang ada serta memiliki komitmen dalam Restorasi Ekosistem 
Gambut dan Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di Areal Gambut, dan 
bekerjasama dengan para pihak dalam melakukan penanganan banjir serta memberikan 
bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. 

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan pemantauan dampak negatif  penggunaan yang 
terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dalam kegiatan  pengelolaan hutan. 

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati. 

 PT Wirakarya Sakti telah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang 
distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang 
terancam/hampir punah dan habitat spesies tersebut di areal kerjanya. Berdasarkan data 
hasil inventarisasi dan identifikasi yang telah dilakukan oleh PT Wirakarya Sakti, pada 
areal kerja PT Wirakarya Sakti terdapat flora-fauna yang dilindungi  sebanyak 137 flora 
dan untuk fauna terdapat sekitar 26 spesies mamalia, 33 spesies aves, dan 13 spesies 
reptilia. Jenis flora yang ada pada areal kerja PT Wirakarya Sakti antara lain; keruing 
(Dipterocarpus sp.), tembalun daun (Parashorea aptera), meranti (Shorea sp.), balam 
(Palaquium burchii), jelutung (Dyera costulata), dan mersawa (Anisoptera sp.). Demikian 
selanjutnya, PT Wirakarya Sakti juga telah melakukan identifikasi keberadaan spesies 
kunci pada areal kerjanya yang termasuk spesies Gajah Sumatera (Elephas maximus) dan 
Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan telah mengidentifikasi kelompok 
spesies kunci tersebut dengan nama Gajah Ozzy, Gajah Cinta, Gajah Indah. 

 PT Wirakarya Sakti telah berupaya memelihara dan memperbaiki habitat dengan cara 
rehabilitasi kawasan lindung yang terbuka termasuk pemulihan terhadap ekosistem 
gambut.  

 PT Wirakarya Sakti telah melaksanakan penilaian dampak lingkungan atas potensi 
dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/ 
hampir punah, sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan, dan serta 
memadukan langkah-langkah tepat/terukur untuk mengurangi dampak dan gangguan 
terhadap hutan.  Terdapat Bukti implementasi berupa Laporan Kajian HCV PT Wirakarya 
Sakti, Asia Pacific Consulting Solutions, 2014 dan Laporan Implementasi Pengelolaan dan 



Pemantauan High Conservation Value and High Carbon Stock Monitoring (HCV HCS) 
Quarter I-IV Tahun 2020-2022.  

8. Perlindungan Hutan.  

 PT Wirakarya Sakti telah berupaya melakukan pencatatan dan mengumpulkan data 
terkait gangguan hutan yang ada di areal kerjanya. Telah ada upaya untuk melakukan 
identifikasi dan pemantauan gangguan-gangguan terhadap hutan yang ada di areal 
kerjanya.   

 PT Wirakarya Sakti telah berupaya menerapkan program pengelolaan hama terpadu dan 
telah menetapkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi penggunaan pestisida 
kimia dan pengaturan penggunaan herbisida. 

 PT Wirakarya Sakti telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap 
kebakaran melalui sistem deteksi dini kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk 
larangan penggunaan api dengan menerapkan sistem PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa 
Bakar) serta pemeliharaan infrastruktur perlindungan dari bahaya kebakaran, pengaturan 
persediaan sumber air dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran. Selama periode 2020-
Januari 2023 terdapat kejadian beberapa kali kejadian kebakaran di dalam dan di luar 
areal konsesi. Tersedia Berita Acara dan Laporan Kejadian Kebakaran Periode 2020-2022.  

 PT Wirakarya Sakti telah menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi 
hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, 
perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya. Selain memiliki rencana kegiatan 
pengamanan, PT Wirakarya Sakti telah  memaksimalkan kegiatan SCD/CSR dengan 
melibatkan masyarakat sekitar untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan 
masyarakat.  

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.  

 PT Wirakarya Sakti telah memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk 
bekerja di perusahaan sesuai dengan Komitmen Ketenagakerjaan yang ditandatangani 
oleh Direktur Utama PT Wirakarya Sakti, tanggal 5 Oktober 2022. 

 PT Wirakarya Sakti memberi prioritas kepada kontraktor dan atau masyarakat lokal dalam 
kegiatan pengelolaan HTI di perusahaan dengan penyewaan speedboat dan ketek, lansir 
bibit/pupuk serta kegiatan yang melibatkan tenaga kerja lokal.  

 PT Wirakarya Sakti memberi kesempatan dan menginformasikan ketika ada lowongan 
pekerjaan (rekruitmen) melalui lisan, via telephon dan media. 

 PT Wirakarya Sakti memiliki Kesepakatan dengan masyarakat untuk Kemitraan Tanaman 
Kehidupan (TNK),  Kesepakatan Pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), 
Kesepakatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kesepakatan Program 
Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Kesepakatan Pemanfaatan HHBK dan Kesepakatan 
untuk Tenaga Kerja serta Mitra Kontraktor.  

 

 



10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.  

 PT Wirakarya Sakti memiliki telah membentuk Kelembagaan Resolusi Konflik yang 
ditetapkan berdasarkan Surat Penugasan Tim Penyelesaian Konflik.   

 PT Wirakarya Sakti telah berupaya untuk melakukan penyelesaian terhadap konflik yang 
terjadi dengan masyarakat sekitar dan telah mendokumentasikan proses penyelesaian 
nya ke dalam laporan kegiatan  SSD dan Officer Conflic Resolution.  

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja. 

 PT Wirakarya Sakti telah memiliki  dan mengakui ketentuan persetujuan/kesepakatan 
/konvensi internasional yang mengikat, seperti terkait dengan ketenagakerjaan (Konvensi 
ILO).   

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan implementasi Konvensi ILO ke dalam kegiatan:  

1) Perjanjian Kerja Bersama antara PT Wirakarya Sakti dengan Serikat Pekerja Periode 
2022- 2024, berdasarkan hasil perundingan Serikat Pekerja  PUK SPPP KSBSI                                
PT Wirakarya Sakti, PK F HUKATAN KSBSI PT Wirakarya Sakti dan SP KAHUTINDO PUK                   
PT Wirakarya Sakti, tanggal 1 Juli 2022.  Perpanjanagn PKB hasil perundingan tersebut 
sedang diproses di Disnakertrans Provinsi Jambi. 

2) Surat Permohonan Perpanjangan penerbitan komposisi PUK SP.PP-K, SPSI                                
PT Wirakarya Sakti Periode Tahun    2020 s.d.  2024 kepada Disnaker Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat yang diilanjutkan dengan Surat Laporan terbitnya Komposisi  & 
Personalia  PUK SP.PP-K, SPSI PT Wirakarya Sakti Periode Tahun 2020 s.d. 2024 dari 
Disnaker Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

3) Kebijakan-kebijakan dan Komitmen PT Wirakarya Sakti  

- Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lingkungan. 

- Kebijakan Sosial dan Sumberdaya Manusia.  

- Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja. 

- Komitmen Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia. 

- Kebijakan Kesejahteraan Karyawan. 

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 PT Wirakarya Sakti telah melakukan implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

- PT Wirakarya Sakti telah membentuk Struktur Organisasi Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 2021 yang disahkan Kepala Disnakertrans 

Provinsi Jambi SK No.1598/SK-P2K3/Disnakertrans-3.1/X/2022 tanggal 24 Oktober 

2022. 

- PT Wirakarya Sakti telah memiliki 12 Orang Ahli K3 Umum dan 20 orang Petugas P3K.  



- Wirakarya Sakti memiliki Program Kerja K3L mendokumentasikan ke dalam  Laporan 

Triwulan P2K3 yang distribusikan juga kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jambi. 

- PT Wirakarya Sakti telah memiliki 2 Klinik dan 6 Pos P3K Klinik yang berpusat di 

Nursery yang dipimpin oleh seorang Dokter dan 9 Orang Paramedis  yang di tugaskan 

pada setiap Distrik.  

 

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 2 (Audit Sebelumnya): Terdapat 1 temuan 
ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang terdiri dari 1 ketidaksesuaian minor 
yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut. 

No 
Persyaratan 

Standar IFCC 
Ketidaksesuaian Status 

1 12.1 Berdasarkan wawancara dengan Tim PT Wirakarya Sakti/Safety 
(Bpk. Jerry Sasmita) dan berdasarkan wawancara yang dilakukan 
dengan pekerja Kontraktor di Distrik I, DIstrik III, dan Distrik VI 
bahwa Pekerja Kontraktor telah mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan (Medical Check Up) yang dilakukan oleh Paramedis 
Distrik, namun belum pernah dilakukan Pemeriksaan Kesehatan 
Khusus Cholineterase (CHE) terhadap pekerja yang terpapar oleh 
Bahan Berbahaya Beracun (B3). 

 

Verifikasi: 

Terdapat Bukti-bukti Pemeriksaan Kesehatan Khusus 
Cholineterase (CHE) terhadap pekerja yang terpapar oleh Bahan 
Berbahaya Beracun (B3) berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium 
Naraya Medical Center dengan hasil pemeriksaan: 
- No.ID/MCU WKK0037 atas nama Andrian Saputra PT AAL.  
- No.ID/MCU WKK0043 atas nama Ali PT PRJ. 
- No.ID/MCU WKK0071 atas nama Rijal PT MJL.  
- No.ID/MCU WKK0072 atas nama Sahrudi PT HJR. 
- No.ID/MCU WKK0109 atas nama Kartono PT MML . 
- No.ID/MCU WKK000106 atas nama Andi Darmawan PT MCP. 
- Pemeriksaan Kesehatan Berkala Khusus Periode Tahun 2022 

atas nama Sahrudin PT HJR. 
- Terdapat Surat Perjanjian Pembangunan Hutan Tanaman 

Industri No.199/WKS/PLK/VIII/2021 antara PT Wirakarya Sakti 
dengan PT Mitra Makmur Gitabadi, 5 Juli 2021. 

- Terdapat Surat Perjanjian Pembangunan Hutan Tanaman 
Industri No.200/WKS/PCD/VIII/2021 antara PT Wirakarya Sakti 
dengan PT MIndo Makmur Subur, 5 Juli 2021. 

- Tersedia Sosialisasi . 
- Terdapat absensi sosialisasi SOP K3L dan Ketenagakerjaan. 
- Terdapat CAD-OP-03-Revisi 1-Penerimaan Kontraktor Bru (002). 

NC Minor 
Dapat Ditutup 



- Terdapat CAD-OP-05-Revisi 4-Monitoring dan evaluasi 
kontraktor. 

- Terdapat Dokumen meeting sosialisasi SOP K3L dan 
Ketenagakerjaan. 

- Terdapat Kebijakan K3 Prinsip Dasar Pekerja Sosial. 
- Tersedia dokumen meeting pembahasan closing temuan audit 

PT WKS. 
- Terdapat notulen meeting sosialisasi SOP K3L dan 

Ketenagakerjaan 
- Tersedia Surat undangan sosialisasi SOP (HV). 
- Tersedia Undangan sosialisasi SOP (PT). 
- Tersedia undangan meeting penyelesaian temuan audit IFCC              

PT WKS. 
- Tersedia surat kewajiban MCU & Pemenuhan Ahli K3 Umum. 

 

Temuan Audit Resertifikasi : Terdapat 4 ketidaksesuaian terdiri dari  4 ketidaksesuaian minor. 
Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan 
pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut. 

No 
Persyaratan 

Standar 
IFCC 

NC Description 
Major/ 
Minor 

Tenggat 
Waktu 

1.  

6.6/LL Penanganan Sampah di TPS Distrik III, Distrik VI 
dan Kamp Kontraktor Harvesting PT Pola Mitra 
Makmur Distrik II tidak sesuai dengan Instruksi 
Kerja GA/WI/1-02 tentang Proses Pembuangan 
Sampah klausul 3.3 bahwa sampah dipisahkan 
jenisnya,  organik dan non organik. 

Minor 1   

2.  

7.2/LL Terdapat Realisasi Pengayaan Habitat dan 
Rehabilitasi di Kawasan Lindung Tahun 2019-2022 
namun belum dilaksanakan  Kegiatan monitoring 
terhadap keberhasilan Kegiatan yang telah 
dilaksanakan di lapangan. 

Minor 2   

3.  

8.1/LL Tersedia Addendum VI terhadap Penyediaan Jasa 
Pengamanan No. 01/SP-WKS/LA/IV/2018 antara 
PT Wirakarya Sakti dengan PT Shield on Service 
Tbk. Namun masa berlaku Perjanjian telah habis 
sejak 31 Agustus 2022. 

Minor 3   

4.  
12.3/TS Terdapat sebanyak  242 Operator Alat Angkat dan 

Angkut, namun terdapat 26 Operator Alat Angkat 
dan Angkut yang masa berlakunya SIO telah habis. 

Minor 4   

 

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT Bureau Veritas Indonesia untuk                                   
PT Wirakarya Sakti berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari. 


